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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR O 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (8) 
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu timur Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan 
Pajak Barang dan Jasa Tertentu; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentu~ Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten 
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Hannonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 202 1 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubung 
K«:uangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah: 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20

22 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 
Nomor 6757); · a 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6881); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2024 Nomor 1); 

8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 32); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN PAJAKBARANG DAN JASATERTENTU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 

disingkat BAPENDA adalah Sadan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

5. Kepala Sadan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur. 

6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya 
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarikan oleh 
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau 
jasa tertentu. 

7. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan 
dan/atau minuman yang disediakan, dijual 
dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 
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Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi _y~g 
dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik 
yang didistribusikan untuk bermacam peralatan 
listrik. . 
Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomoda51 

yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan 
makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau 
fasilitas lainnya. 
Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau 
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan 
dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Sermotor. 
Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan 
atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, 
pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, 
dan/ atau keramaian untuk dinikmati. 
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 
dapat dikenakan Pajak. 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak 
atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau 
Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan 
Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
Self Assesment adalah metode perhitungan pajak 
yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak 
Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten 
Ogan Koering Ulu Timur 
Bendahara Penerimaan adalah Sendahara 
Penerimaan pada Dinas Pendapatan Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu d" 
bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentu~ 
Peraturan Perundang-undangan. 

Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakuk 
usaha maupun yang tidak melakukan usah an 

1. ti' a yang 
me 1pu perseroan terbatas, perseroan ko dit 

I . man er, 
perseroan amnya, Badan Usaha Milik' N · egara 
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun firm k . 
k · d . • a, ongs1, 

operas1, ana pensmn, persekutuan pe ku 1 , r mpu an, 
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yayasan, organisasi rnassa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 {satu) bulan 
kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang. 

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang 
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh 
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta 
dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang­
Undangan Perpajakan Daerah. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang 
selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar dari pada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 
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28 . Surat Tagihan Pajak Daerah yan g sela njutnya 
disingkat STPD adalah s urat un tuk melakukan 
tagihan paja k da n/atau sanksi adminis tra t if berupa 
bunga dan/atau denda. 

29. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah adalah 
tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh 
Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang 
meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis 
pajak, masa pajak, dan tahun pajak. 

30. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 
Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi u n tuk melunasi Utang Pajak. 

31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang 
Pajak dan biaya Penagihan Pajak. 

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan Peraturan Perund ang­
Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

Pasal 2 
(1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, 

dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang 
meliputi: 
a . makanan dan/ atau minuman; 
b. tenaga listrik; 
c. jasa perhotelan; 
d . jasa parkir; dan 
e. jasa kesenian dan hiburan. 

(2) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau 
minuman pada ayat (1) huruf a tennasuk 
penyelenggaraan makanan dan/ atau minuman 
Pemerintah Daerah atau desa yang bersumber dari 
dana APBD, APBD Provinsi, APBN. 

(3) Ketentuan mengenai penetapan tarif Tenaga Listrik 
dan contoh Perhitungan Nilai PBJT-TL Untuk 
Konaumsi Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huru.f b 
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagi 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. an 
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IJnglnn l<c 11n1t1 
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Pmuil:l 
( 1) Sctlnp w1\jib p,~jnl< hUl'llH nwndnflmlrnn UHnhnnyn 

dcngun mcnggunnl<nn Formullr J>c11<Juf111rnn rnjnk 
kcpndn 13APENDA poling lnmn 30 (tlgu puluh) hnri 
scbclum dimulnlnyn kcglntan usahnnyn kccuull 
ditcntuknn lain. 

(2) Formulir Pendaftnrnn Pajnk selmgalmann cllmoksud 
pada ayat (1) wajll, diisi dcngon hcnar, joins, lengknp 
dan ditandatanganl oleh Wajlb Pajak atau kuasnnyn. 

(3) Wajib Pajak yang tclah mendnftorkan usahnnya 
sebagalmnna climoksud padn a,yat (1), mal<a 
BAPENDA akan menerbitkan NPWPD. 

(4) Dnlam hot wajil> pajok th.Ink mcndaftarknn 
usahanyn dalam jf\ngka waktu dimnksud pada o.yut 
(1), BAPENDA dnpat mcnetapkan sebagal wajib 
pajak secnm jabatan berdasarkan kelcrangan yang 
dapat dipe1tanggungjawal>kan. 

(5) Bentuk, isi, tata cam pengisian c.lnn penyampainn 
Formulir Pendaftnran Pajak sebagaimnna dimaksud 
pada ayat (2) ditctapkan olch BAPENDA. 

(6) l<etentuan mengenai Formulir Pcndaftnrnn Objck 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagaimana torcantum padn Lampiran I ynng 
merupalcan baginn tidak lcrpisahkun dari Peraturan 
Bupati ini . 

0ogian Kcdua 
Pclaporan 

Pasnl4 
( 1) Sctiap wojib pajak harus mcngisi SPTPD. 
(2) SPTPD t.wbugaimnnu ynng dlmuksud pnda ayat (1) 

wajib diisi dengnn jclne, bonar dan lengknp serta 
ditandotanganl oleh wajib pajak. 

(3) SPTPD schaguimuna cllmaksud pada ayat ( l) 
berisiknn pclnpornn allls omzct penyelenggurnan 
kegiatan penjuulnn, penyerahnn, dan/ntau 
l<onsumsl burung don jasn torten tu. 

(4) Wajlb Pajak menghllung, memperhltungknn, 
mcmbayar dan mclaporknn sendlri pajak yang 
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terutang dengan rnenggunakan SPTPD manual 
dan/atau SPTPD elektronik. 
S~PD .sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
dtsampatkan kepada Kepala BAPENDA paling lama 
15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya masa 
pajak. 
Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh 
pada hari libur, maka batas waktu penyampaian 
SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya. 
Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
(1) harus disertai lampiran dokumen berupa: 
a. rekapitulasi penerimaan harian; 
b. Surat Keterangan Asal Barang; dan 
c. bukti setoran pajak (SSPD). 

Bagian Ketiga 
Pembayaran 

Pasal 5 
(1) Pembayaran pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak 

secara sekaligus maupun bertahap dalam satu kali 
masa pajak. 

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan berdasarkan SPTPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada Bank atau 
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 
10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak 
dengan menggunakan SSPD. 

(3) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka 
batas waktu pembayaran adalah hari kerja 
berikutnya. 

(4) Pembayaran dan penyetoran Pajak dapat dilakukan 
dengan Sistem Online. 

(5) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan 
penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer 
dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan 
penyetoran yang disediakan oleh Bank ke rekening 
Kas Umum Daerah. 

(6) Apabila pembayaran pajak dilakukan pada tempat 
lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka 
bukti pembayaran yang diterbitkan dapat 
dipersamakan dengan SSPD. 

(7) Pembayaran pajak melalui tempat lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) diakui dan dinyatakan 
lunas apabila pembayaran telah diterima pada Kas 
Umum Daerah. 

(8) Bukti pembayaran yang diterbitkan pada tern pat · 
lain yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran 
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pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) paling 
sedikit memuat: 
a. nama Wajib Pajak; 
b. NPWPD; 
c. jenis Pajak; 
d. masa Pajak dan Tahun Pajak; dan 
e. besamya pajak yang disetor. 

(9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau 
menyetor tepat pada waktunya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu 
persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari 
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih 
dengan menggunakan STPD. 

Pasal 6 
(1) Khusus PBJT Tenaga Listrik pemungutan pajak 

terutang dilaksanakan oleh PT. PLN dan/ atau 
pihak lainnya bersamaan dengan pembayaran 
tagihan listrik pelanggan. 

(2) PT. PLN dan/ atau Pihak lainnya rnenyetorkan hasil 
penerimaan PBJT Tenaga Listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ke rekening Kas umum 
daerah. 

(3) Bupati melalui Kepala BAPENDA dapat meminta 
daftar rincian tagihan Iistrik per pelanggan kepada 
PT.PLN. 

Bagian Keempat 
Penilaian dan Penetapan 

Pasal 7 
(1) PBJT dipungut dengan Self Assessment System yang 

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri pajak terutang kepada 
BAPENDA menggunakan SPTPD. 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 
terutangnya pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat 
yang berwenang dapat menerbitkan , 
a. SKPDKB dalam hal : 

1. berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain, pajak yang terutang 
tidak atau kurarig dibayar;· 

2, SPTPD . tidak disam~aikan kepada 
Kepala BAPENDA atau Pejabat yang 
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berwenang dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari clan setelah ditegur secara 
tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan 
dalam surat teguran; atau 

3 . kewajiban mengisi SPTPD tidak 
dipenuhi, pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan. 

b . SKPDKBT jika ditemukan data baru 
dan/atau data yang semula belum terungkap 
yang menyebabkan penambahan jumlah 
pajak yang terutang; dan 

c . SKPDN jika jumlah pajak yang terutang 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 
atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi 
administratif berupa denda sebesar 1,8% (satu 
koma delapan persen) sebulan dihitung dari pajak 
yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 
3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan 
sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 
25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang 
terutang, ditambah sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlarnbat 
dibayar untukjangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB. 

(5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pajak. 

(6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan 
sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan. 

Pasal8 
( 1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagainiana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3 
adalah penetapan besamya pajak terutan 
dilakukan oleh Kepala BAPENDA ~tau Pejabat yan: 
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berwenang, berdasarkan data yang ada atau 
keterangan lain yang dimiliki BAPENDA. 
Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: 
a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan 

pembukuan dan pen ca ta tan omzet 
usahanya; 

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan 
dan pencatatan tetapi tidak lengkap 
dan/atau tidak benar; 

c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan 
pembukuan dan/atau menolak untuk 
diperiksa dan/atau menolak memberikan 
keterangan pada saat dilakukan 
pemeriksaan; dan/ atau 

d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon 
penjualan atau bill yang berseri dan 
bemomor urut. 

Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara 
jabatan, petugas pemeriksa telah melakukan 
prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan 
pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu 
atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode perneriksaan 
dengan tahapan prioritas sebagai berikut: 
a. berdasarkan hasil kas opname; 
b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di 

lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan 
c. berdasarkan data pembanding. 
Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a dipakai sebagai nilai omzet per hari yang 
merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan 
penerimaan kas menurut hasil kas opname 
terse but. 
Berdasarkan hasil pengamatan langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 
omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung 
berdasarkan rata-rata jumlah penjualan, 
penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa 
tertentu dan rata-rata besarnya penerimaan 
pembayaran yang diterima Wajib Pajak. 

Bagian Kelima 
Penagihan 

Pasal9 
(1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, 

masih ada Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang 



I I 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 
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terutang, Bi dang yang mempunyai f ungsi penagihan 
melakukan penagihan. 
Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan 
Putusan Banding. 
Penagihan pajak sebag,aimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 
Surat Teguran. 
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
memuat: 
a. nama Wajib Pajak; 
b. besar utang pajak; 
c. perintah untuk membayar; dan 
d. saat pelunasan utang pajak. 
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat 
jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka 
waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat 
Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya. 

Pasal 10 
( 1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan 

sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila: 
a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan 

meninggalkan 1ndonesia untuk selama­
lamanya; 

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 
memindahtangankan barang yang dimiliki 
atau dikuasai dalam rangka menghentikan 
atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau 
pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; 

c. terdapat tanda bahwa Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak akan membubarkan 
Badan usahanya atau memindahkan 
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya 
atau melakukan perubahan dalam bentuk 
lain; 

d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara; 
dan 

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak 
atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga 
atau terdapat tanda kepailitan. 

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika da'n Sekaligus, 
memuat: 
a. nama Wajib Pajak; 
b. besar utang pajak; 
c. perintah untuk membayar; dan · 
d. Saat pelunasan utang Pajak. · 



(3) 

(4) 

(l) 

(2) 

Surat Perintnh Penngihon Sekctika clan Seknligus 
dit.erbitkan scbelum pencrbitnn Surat P11ksa. 
Pelaksanann pe1111giha11 seketilm dnn scknligus, 
dilaksanakan scsuui dengnn ketent.uan Pcrntunm 
Pcrundang-undangnn. 

Pasal 11 
Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" 
mempunyai kekuatan cksekutotial dan kedudukan 
hukum yang sama dengan keputusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Surat Paksa paling sedikit memuat: 
a. nama Wajib Pajak; 
b. dasar Penagihan; 
c. besarnya utang Pajak; dan 
d. perintah untuk membayar. 

Pasal 12 
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDl{B, 

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada 
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

Pasal 13 
(1) Surat Paksa diterbitkan apabila: 

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang 
Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat 
Teguran atau surat lainya yang sejenis; 

b . terhadap Penanggung Pajak telah 
dilaksanakan penagihan seketikn dan 
sekaligus; 

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
keputusan persetujuan angsuran atau 
penundaan pembayaran Pajak; atau 

d. apabila jumlah pajak yang masih harus 
dibayarkan tidak dilunasi dalam jangkn 
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran atau surat lain yang sejenls. 

(2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis 
diterbitkan apabila Penanggung Pajak . tidak 
melunasi utang pajaknya sampai dengnn tanggal 
jatuh tempo pembayaran. · 

(3) ~pabila ~umla? pajak y~g masih harus dibayarka~ 
bdak ddunast dalam Jangka waktu sebagaiman~ 

" ' 
,, 
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ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain 
yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat 
Paksa. 

(4) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat 
{l) dilaku.kan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak 
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 
diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. 

(5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar 
tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali 
dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima 
Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera 
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan. 

(6) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum 
juga melunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 
(empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/ atau 
Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada 
Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang 
atas barang yang disita. 

(7) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, 
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru 
Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara 
tertulis kepada Wajib Pajak. 

(8) Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada 
utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihannya 
dikembalikan kepada Wajib Pajak. 

Pasal 14 
( 1) Dalam hal tindakan penagihan sudah dilaksanakan 

namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka 
BAPENDA dapat melakukan upaya penagihan lain. 

(2) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), antara lain: 
a. pemanggilan Wajib Pajak; dan 
b. pengusulan pencabutan perizinan dan non 

perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit 
dokumen perizinan dan non perizinan. 

(3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a adalah undangan kepada 
Wajib Pajak yang dilakukan sebelum atau setelah 
teguran disampaikan. 

(4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala BAPENDA 
atau instansi lain yang bekerja sama dengan 
Pemerintah Daerah. . 

(5) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilakukan setelah teguran ketiga • 
diterima oleh Wajib Pajak. 
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KEDAL BABIV 
UW ARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

Bagian Kesatu 
Kedaluwarsa Penagi.han 

Pasal 15 
(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) 
tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, 
kecuali apabila Waji!b Pajak melakukan tindak 
pidana dibidang perpajakan. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak tertangguh apabila: 
a . diterbitkan surat teguran dan/atau surat 

paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, 

baik langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau 

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak 
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat 
Paksa. 

(4} Pengakuan Utang Pajak secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Pajak. 

(6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak 
tanggal pengakuan. 

(1) 

(2} 

Bagian Kedua 
Penghapusan Piutang Pajak 

Pasal 16 
Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi 
karena hak untuk melakukan Penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
Penghapusan piutang pajak yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan · 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi 
namun belum kadaluwa.rsa dimasukkan ke dalam 
daftar piutang pajak yang akan dihapuskan. 

(4) Piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau 

meninggal dunia dengan tidak meninggalkan 
harta warisan dan tidak mempunyai ahli 
waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta 
kekayaan lagi; 



. , .. 
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c. Wajib Pajak pailit berdasarkan putusan 
Pengadilan, dan hasil penjualan hartanya 
tidak mencukupi untuk melunasi hutang 
pajak; 

d. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan 
pengurus, direksi, komisaris, pemegang 
saham, pemilik modal, atau pihak lain yang 
dibebani untuk melakukan pemberesan atau 
likuidator, atau kurator tidak dapat 
ditemukan; dan 

e. sebab lain sesuai hasil penelitian. 
(5) Untuk penghapusan piutang pajak, BAPENDA 

melakukan penelitian administratif atau lapangan. 
(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian. 
(7) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah 

piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD 
atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD. 

(8) Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 17 
(1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh 
Bupati berdasarkan Pennohonan penghapusan 
piutang yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada 
BAPENDA. 

(2) Pennohonan penghapusan piutan.g pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 
memuat: 
a. nama dan alamat wajib pajak; 
b . jumlah piutang pajak; 
c. tahun pajak; dan 
d. alasan penghapusan piutang pajak. 

(3) Piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayat (1) dan ayat (2) dapat diusulkan untuk 
dihapus setelah adanya Berita Acara Hasil 
Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 
a:yat (5). 

(4) BAPENDA menyusun daftar usulan penghapusan 
piutang pajak berdasarkan Berita Acara Hasil 
Penelitian. 

(5) Daftar u?ulan sebagaimana ~imaksud pada ayat (4), 
disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan 
persetujuan dan penetapan penghapusari . 
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BABV 
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING 

Bagian Kesatu 
Keberatan 

Pasal 18 
(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap STPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan 
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diajukan oleh perorangan dan/atau badan 
usaha dalam hal: 
a. Wajib Pajak merasa perhitungan Pajak 

tidak sebagaimana mestinya; dan/ atau 
b. terdapat perbedaan penafsiran dalam 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat 

(1) diusulkan secara tertulis dan ditujukan kepada 
Bupati melalui BAPENDA dengan ketentuan, 
sebagai berikut : 
a. setiap pengajuan 1 (satu) surat keberatan 

berlaku untuk 1 (satu) STPD/ SKPDKB/ 
SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN; 

b. pengajuan surat keberatan ditandatangani 
oleh Wajib Pajak disertai asli STPD/ 
SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN yang 
diajukan keberatan; 

c. melampirkan nilai Pajak yang terutang 
menurut penghitungan Wajib Pajak disertai 
dengan alasan yang mendukung pengajuan 
keberatannya; dan 

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal diterimanya STPD kecuali 
apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat 
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di Iuar 
kekuasaannya. 

(4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh 
bukan Wajib Pajak dilampiri surat kuasa khusus. 

(5) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan 
dasar untuk memproses surat keberatan yaitu : 
a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal 

di~paikan secara langsung oleh Wajib . 
PaJak atau kuasanya kepada petugas yang 
ditunjuk; atau 



(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

( 11) 

( 12) 

( 13) 

- ,lU-

b. 
tanggal tanda pengiriman surat keberata n 
dal~. hal disampaikan meJaJui jas~ 

D pengmman dengan bukti pengiriman surat. 
alam memeriksa usulan keberatan BAPENDA 

dapat meminta bukti pendukung berup~: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak clan fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 
dikuasakan; 

b. fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan 
c. fotokopi bukti pendukung lainnya. 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan 
untuk beberapa surat ketetapan Pajak dengan 
objek yang sama diselesaikan secara bersamaan 
oleh kepala BAPENDA. 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan 
untuk surat ketetapan Pajak yang telah dilakukan 
tindakan penagihan pajak dengan surat paksa 
diselesaikan kepala BAPENDA atau pejabat yang 
ctitunjuk. 
Pengajuan keberatan yang telah dilakukan tindakan 
penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) diajukan sebelum 1 (satu) 
bulan sejak surat paksa diterbitkan. 
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah 
disetujui Wajib Pajak. 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, 
jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang 
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 
Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Ketentuan mengenai permohonan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 19 
(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
tidak dapat diproses untuk disetujui. 

(2) Setiap pengajuan keberatan tidak menunda 
kewajiban untuk membayar Pajak terutang dan 
pelaksanaan penagihannya. 

' I 
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Pasal20 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

(2) Dalam memberikan keputusan atas keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
dapat melakukan pemeriksaan, meliputi : 
a. pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat 

tugas dan hasilnya dituangkan dalam 
laporan hasil pemeriksaan; dan 

b. dalarn hal dilakukan pemeriksaan di 
lapangan, pejabat yang berwenang dapat 
memberitahukan terlebih dahulu kepada 
Wajib Pajak secara tertulis tentang 
pelaksanaan penelitian di lapangan kepada 
Wajib Pajak 

(3) BAPENDA meneruskan berkas pengajuan keberatan 
kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat 
keberatan. 

{4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 12 {dua belas) 
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. 

(5) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas 
keberatan dapat berupa: 
a . menerima seluruhnya pajak yang terutang 

berdasarkan hasil pemeriksaan; 
b . menerima sebagian pajak yang terutang 

berdasarkan hasil pemeriksaan; 
c. menolak pajak yang terutang berdasarkan 

hasil pemeriksaan dengan pajak yang 
terutang dalam surat keputusan/ketetapan 
yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak ; 
atau 

d . menambah besamya jumlah pajak yang 
terutang daJam hal pajak yang terutang 
berdasarkan basil pemeriksaan lebih besar 
dari yang terutang dalam surat keputusan/ 
ketetapan yang diajukan keberatan oleh 
Wajib Pajak . 

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) telah Jewat dan Bupati tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diaJ·ukan t b 
di d . . erse ut anggap 1tenma. 
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{?) Dalarn hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya, kelebiha n pembayaran 
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 
bunga sebesar 0,6% (not koma enam persen) per 
bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan. 

(8) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. 

(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

Bagian Kedua 
Banding 

Pasal 21 
Wajib pajak dapat mengajukan banding atas Surat 
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima 
dengan melampirkan salinan Surat Keputusan 
Keberatan. 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
dengan alasan yang jelas. 
Pengajuan permohonan banding sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Pengadilan 
Pajak. 
Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding. 
Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 22 
Pengajuan keberatan atau permohonan Banding 
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 0,6% (Nol koma Enam 
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persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
Putusan Banding. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
admi.nistratif beru pa denda sebesar 60% (Enam 
puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan 
keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang 
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 
Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 
30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (9] tidak dikenakan. 

BAB VI 
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN 

Bagian Kesatu 
Pengurangan 

Pasa1 23 
(1) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati melalui 

Kepala BAPENDA dapat memberikan pengurangan 
terhadap ketetapan Pajak yang tidak benar atau 
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dengan melihat kondisi 
Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas 
sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya. 

Pasal 24 
( 1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 
a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, tetapi · tidak 

dipertimbangkan; 
c. tidak sedang diajukan permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi; 

d. diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi • 
dicabut oleh Wajib Pajak; , tetapi 



(2) 

(3) 

e. 

f. 

g. 
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1 (satu) permohonan unluk 1 (satu) surat 
ketetapan pajak; 
permohonan harus diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia; dan 
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
surat permohonan tersebut harus dilampiri 
dengan surat kuasa. 

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada 
Bupati melalui Kepala BAPENDA, dengan 
melampirkan: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 

b. 
dikuasakan; 
dokumen pendukung yang dapat 
menunjukkan bahwa Pajak tidak benar atau 
dokumen keuangan yang menunjukkan 
kondisi sedang mengalami kesulitan 
keuangan, sehingga dapat dikurangkan; dan 

c. dokumen pendukung lainnya. 
Pennohonan pengurangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lama 2 
(dua) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan 
pajak, kecuali apabila W ajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya.Penyampaian pennohonan 
pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat dilakukan: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; 

atau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah. 
(4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar 

untuk memproses surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) adalah: 
a. tanggal terima surat dari W ajib Pajak, daiam 

hat disampaikan secara langsung oleh Wajib 
Pajak pada petugas Tempat Pelayanan 
BAPENDA; 

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalarn 
hal surat permohonan disampaikan melalui 
pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
online, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(5) Ketentuan mengenai permohonan pengurangan 
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ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum pada Lampiran Ill yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 25 
(1) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan 

melakukan pemeriksaan permohonan pengurangan 
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan 
ayat (2). 

(2) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat 
permohonan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal pennohonan pengurangan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Badan Pendapatan hams 
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak 
atau kuasanya disertai alasan yang mendasari. 

(4) Dalam hal pennohonan pengurangan tidak dapat 
dipertimbangkan maka Wajib Pajak dapat 
mengajukan pennohonan kembali dengan 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 26 
Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), 
Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, 
dan/ atau informasi yang diperlukan melalui 
penyampaian surat permintaan dokumen, data, 
dan/atau informasi lainnya. 
Dokumen permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 
(lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan 
diterima. 
Dalam pemeriksaan lebih lanjut pennohonan Wajib 
Pajak, Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan 
tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan keterangan 
tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan 
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling 
Jama 7 (tujuh) hari. 
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian 
atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3), pennohonan 
pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen 
data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atati 
yang diterima. 

I ' 
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Pasal 27 
( 1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bupati melalui 
Kepala BAPENDA memberi keputusan atas 
permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat ( 1) dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan 
pengurangan diterima. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa menerima atau menolak pennohonan 
Wajib Pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui tetapi Bupati atau Kepala BAPENDA 
tidak memberikan keputusan, permohonan 
pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan 
keputusan sesuai dengan pennohonan Wajib Pajak 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Bagian Kedua 
Keringanan 

Pasal 28 
Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati dan/ 
Atau Kepala BAPENDA dapat memberikan 
keringanan pembayaran Pajak terutang sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Kepala 
BAPENDA. 
Pemberian keringanan pembayaran Pajak terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan berupa : 
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan Pajak; dan/atau 
b. pemberian fasilitas angsuran a tau 

penundaan pembayaran Pajak terutang atau 
Utang Pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT, 
STPD, Surat Keputusan Banding, Keputusan 
Peninjauan Kembali. 

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2} huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang 
mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak 
tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada 
waktunya. 
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a dapat_ diberikan Bupati atau . Kepala 
BAPENDA secara Jabatan yang ditetapkan daJam 
keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA. . 
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(5) Pembetian fasilitas a.ngsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan dn.lam hal Wajib Pajak mengalami 
kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak 
sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 
kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya 

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau 
penundaan pembayaran Pajak terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , 
Bupati memperhatikcUl kepatuhan Wajib Pajak 
dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun 
terakhir. 

Pasal29 
(1) Permohonan keringanan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam 

Bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala 
BAPENDA disertai dengan alasan dan buk:ti 
yang mendukung permohonan; 

b. surat pennohonan keringanan pembayaran 
Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
paling sedikit memuat 
1. nama dan alamat wajib pajak; 
2. jumlah utang Pajak yang dimohonkan 

pengangsuran, masa angsuran dan 
besarnya angsuran; 

3. jumlah utang Pajak yang dimohonkan 
penundaan pembayaran dan jangka 
waktu penundaan; 

4. ditandatangani oleh Wajib Pajak,, dan 
dalam hal ditandatangani oleh bukan 
Wajib Pajak harus melampirkan surat 
kuasa; 

5. I (satu) surat permohonan untulc 1 
(satu) surat ketetapa.n; 

6. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun 
sebelumnya; dan 

7. dilampi:ri fotokopi surat ketetapan 
yang dimohonka.n keringanan_ 

(2) Permohonan keringanan sebagaimana diroaksud · 
pada ayat (I) diajukan paling lama 10 (sepuluhJ hari 
kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali 
apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat 
menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di · luar 
kekuasaannya. 



(3) 

(4) 

(l) 

(2) 

(3) 

(4) 

( l ) 

P<mya.mpoinn 
sebognimnnt~ 
dilakukun: 

r>ormohonun pcnHurt:rngan 
dirnulrnud pndn ayf1t (2) 

Pajak 
dapat 

I\, 

h. 

c. 

8CCOl'U IAngHung; 
mcl,1lul POl-l 1.1tau jouo pcngiriman u~rcatot; 
t.Jtau 
secant online melalui apllkaili pcrpajakan 
dacrnh 

Tanggal pcncrimaan 8urat yang dijadikan cJar;ar 
untuk memproses aural permohonan HCbagaimana 
dimaksud pada ayat (3) acJalah: 
u. tanggal tcrima surat dari Wf,1jib Pajak, dalam 

hal disampaikan sccara langsung olch Wajib 
Pajak pada petugas Tempat Pclayanan 

1,, 

c. 

BAPENDA; 
tanggal terima aurat oleh BAPENDA , dalam 
hal surat permohonan disampaikan melalui 
pos at.au jasa pengiriman tercatat; atau 
tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
online, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi pcrpajakan daerah. 

Pasal30 
Kepala BAPENDA rnenindaklanjuti dengan 
mclakukan pemcriksaan pcrmohonan keringanan 
Wajib Pajak yang tclah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1). 
Permohonan keringanan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
ayat (l), dianggap bukan sebagai surat permohonan 
sehingga tidak dipertimbangkan. 
Dalam hal pcrmohonan keringanan tidak dapat 
dipcrtimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling 
lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak tanggal 
diterimanya surat pcrmohonan harus 
mengcmbalikan permohonan kepada Wajib Pajak 
atau kuasanya disertai aJasan yang mendasari. 
Oalam hal permohonan keringanani tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Wajib Pajak dapat mengajukan pcrmohonan 
kembali sepanjang memenuhi. persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), 

Pasal31 
Dalam rangka pemcrikaaan permohonan keringanan 
sebagaimana dimaksu<l dalam Pasal 30 ayat (1), 
Kepata BAPENDA dapat meminta dokumen, data, 
informasi yang diperlukan metalui penyampaian 
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surat permintaan dokumen, data dan/ atau 
informasi lainnya. 
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(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dipenuhi Wajib Pajak paJi.ng lama 5 (lima) hari 
kerja sejak tanggal surat permintaan diterirna wajib 
pajak. 

(3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas 
pennohonan Wajib Pajak, KepaJa BAPENDA dapat 
meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak 
dengan menyampaikan surat pennintaan 
keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus 
memberikan keterangan yang diminta daJam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) hari. 

(4) Dalam haJ Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian 
atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3), pennohonan keringanan 
Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 ayat ( 1), tetap di proses sesuai dengan dokumen, 
data, informasi dan/ atau keterangan yang ada atau 
yang diterima. 

(1) 

(2) 

(3) 

( 1) 

Pasal 32 
Setelah dilakukan pemeriksaan pennohonan 
keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (1), Kepala BAPENDA memberikan keputusan 
atas permohonan keringanan, dalam jangka waktu 
paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggaJ 
surat permohonan diterima. 
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa menerima atau menolak permohonan 
Wajib Pajak. 
Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui dan Bupati atau Kepala BAPENDA tidak 
rnemberikan keputusan, pennohonan dianggap 
diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai 
dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. 

Pasal 33 
Dalam hal permohonan keringanan diberikan daJam 
b ntuk fasilitas angsuran pembayaran atau 
p:nundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang 
p 'ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 

aJ h f b diatur dengan ketentuan: 
(2) ur~ gk' a waktu pengangsuran paling lama 24 
a Jan 

· (d a puluh empat) bulan sejak 
di~erbitkannya surat keputusan persetujuan; 

dan engangsuran dimulai setelah tanggal · 
masa P •~ . 

b . , h tempo atas surat netelapan yang 
Jatub arannya dimintakan pengangsuran. 
pem ay · 
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(2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam 
bentuk penundaan pembayaran terutang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) 
huruf b diatur dengan ketentuan jangka waktu 
penundaan pembayaran paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan. 

Pasal 34 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, 
pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan 
kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang 
Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran 
pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan 
pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran 
tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 

Pasal 35 
(1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran belum 
diterbitkan keputusan, dan kepada Wajib Pajak 
dimaksud diterbitkan surat keputusan yang 
mengakibatkan kelebihan pembayaran atau 
pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran 
atau pemberian imbalan bunga terlebih dahulu 
harus diperhitungkan dengan utang Pajak 
dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak 
dan/atau pemberian imbalan bunga tidak 
mencukupi untuk melunasi utang Pajak yang 
diajukan permohonan pengangsuran a tau 
penundaan, jumlah utang Pajak yang 
dipertimbangkan untuk diberikan keputusan 
pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang 
Pajak setelah dikurangi dengan kelebihan 
pembayaran pajak dan/ atau pemberian imbalan 
bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 

( 1) 

Pasal 36 
Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran Pajak sudah diterbitkan 
suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak 
dimaksud diterbitkan surat keputusan yang 

engakibatkan kelebihan pembayaran dan/ atau 
m berian imbalan bunga, kelebihan pembayaran 
pem · . bal b I · dan/ atau pemben8:11 un an unga_ ter ebih 
dahulu harus diperhitun~an dengan s1sa. utang 
Pajak yang belum d1B.J1gsur atau ditunda 

! . : 
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pembayarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak 
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk 
melunasi sisa utang Pajak yang telah diterbitkan 
keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/ 
atau masa angsuran dari sisa utang Pajak 
ditetapkan kembali dengan ketentuan : 
a. besamya angsuran dan denda administratif 

setiap masa angsuran tidak lebih dari 
besarnya angsuran dan denda administratif 
yang telah ditetapkan dalam surat 
keputusan sebelumnya; dan 

b. masa angsuran paling lama sama dengan 
sisa masa angsuran yang telah ditetapkan 
dalam surat keputusan sebelumnya. 

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak 
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk 
melunasi utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak 
tetap harus melunasi utang Pajak tersebut sesuai 
dengan jangka waktu penundaan. 

Pasal 37 
Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang 
menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau 
lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan 
keputusan pengangsuran pembayaran, masa 
angsuran dan besamya angsuran dari saldo utang 
Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan: 

a. besamya angsuran dan denda 
administratif setiap angsuran disesuaikan; 
dan 

b. masa angsuran paling lama sama dengan 
sisa masa angsuran yang telah disetujui. 

Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang 
menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau 
Iebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan 
keputusan penunda:111 pembay~an, Waj~b Pajak 
tetap wajib melunas1 utang PaJak sesuai dengan 
jangka waktu penundaan. 

Pasa138 
p etapan kembali besamya angsuran dan/atau 
me:sa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat (1) dilakukan dengan prose~ur: 
Kepala BAPENDA membentahukan kepada 

a. Wajib Pajak atau kuasanya mengenai 
perubahan saldo Utang Pajak serta 
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(1) 

b. 

c. 
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permintaan usulan perubahan 
pengangsurnn; 
Wajib Pajak at.au kuasanya harus 
mcnyampaikan usulan perubahan 
pengangsurnn paling lama 5 (lima) hari kerja 
sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; dan 
Bupati atau Kepala BAPENDA menerbitkan 
perubahan kcputusan pengangsuran 
pembayaran Pajak berdasarkan usulan yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 
(lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
usulan Wajib Pajak. 

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala BAPENDA 
tidak menerima usulan perubahan pengangsuran 
dari Wajib Pajak, Bupati a tau Kepala BAPENDA 
menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran 
pembayaran Pajak secara jabatan dengan 
ketentuan: 
a. besamya angsuran adalah saldo Hutang 

Pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; 
dan 

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran 
yang telah disetujui. 

Pasa139 
Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan 
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga 
sebesar 0,6% (not koma enam persen) per bulan dari 
jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan. 
Oalam hat Wajib Pajak mengajukan banding atau 
peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan 
terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan 
keputusan pengurangan, pengangsuran atau 
penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, 
pengangsuran atau penun~aan tetap berlaku dan 
Wajib Pajak wajib melunas1 sesuai dengan jangka 
waktu yang telah ditetapkan. 

Bagian Ketiga 
Pembebasan 

Pasal 40 

d r P
ermohonan Wajib Pajak, Bupati .dapat 

Atas asa · k 'k pembebasan PaJa terutang sesuai 
memben an 

k t ntuan Peraturan Perundang-undangan 
dengan e e 
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yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau 
Kepala BAPENDA. 
Pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak terutang 
dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali. 
Pembebasan Pajak dapat diberikan kepada Wajib 
Pajak apabila terjadi keadaan kahar (force majeure). 
Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. bencana alam; 
b . kebakaran-

' c. kerusuhan massal atau huru-hara; 
d. wabah penyakit; dan/ atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan 

Kepala Daerah. 

Pasal 41 
(1) Permohonan pembebasan Pajak terutang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 
harus memenuhi persyaratan: 

(2) 

a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, tetapi tidak 

dipertimbangkan; 
c. tidak sedang diajukan permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi; 

d. diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi, tetapi 
dicabut oleh Wajib Pajak; 

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) 
SKPDKB, SKPDKBT; 

f. permohonan harus diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia; dan 

g. surat permohonan ditandatangani oleh 
Wajib Pajak dan dalam hal surat 
permohonan ditandatangani oleh bukan 
Wajib Pajak, surat permohonan harus 
dilampiri dengan surat kuasa. 

Permohonan pembebasan Pajak terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulis kepada Bupati atau Kepala 
BAPENDA, dengan melampirkan: 

fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 
a . identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 

dikuasakan; 



(3) 
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b. dokumen pendukung yang dapat 
menunjukkan bahwa usahanya telah 
bangkrut, sehingga dapat dibebaskan; dan 

c. dokumen pendukung Jainnya. 
Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling Jama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat 
ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di Juar kekuasaannya. 
Penyampaian permohonan pembebasan Pajak 
terutang sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 
dapat dilakukan: 
a. secara langsung; 
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; 

atau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah. 
(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar 

untuk memproses surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) adalah: 

(1) 

(2) 

(3) 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam 
hal disampaikan secara langsung oleh Wajib 
Pajak pada petugas Tempat Pelayanan 
BAPENDA; 

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA , dalam 
hal surat pennohonan disarnpaikan melalui 
pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
online, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 42 
Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan 
melakukan pemeriksaan permohonan pembebasan 
Pajak terutang yang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan 

ayat (2). 
Permohonan pembebasan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 

t (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai 
aya · d" · b kan 

honan sehingga tidak 1pertim ang . permo . . 
al hal permohonan pembebasan tidak dapat 
~ ~bangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
drpe ti dalam jangka waktu ~g lama 5 (lima) 
(2), _Bupka . seiak tanggal diterimanya surat 
ban eIJa ~ . harus mengembalikan permohonan 
permohonan 



(4) 
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kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan 
Yang mendasar. 
Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan 
permohonan kembali sepanjang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 
ayat (1) dan ayat (2) . 

Pasal43 
Dalam rangka memeriksa permohonan pembebasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), 
Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, 
dan/ atau informasi yang diperlukan melalui 
penyampaian surat permintaan dokumen, data, 
dan/atau informasi lainnya. 
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) 
hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima. 
Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas 
permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat meminta 
keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan keterangan 
tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan 
keterangan yang diminta dalam jangka waktu 
paling lama 5 (Lima) hari sejak surat diterima 
sebagaimana disebut dalam surat permintaan 
keterangan tambahan. 
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian 
atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan pembebasan 
Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
40 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, 
data, informasi, dan/ atau keterangan yang ada 
atau yang diterima. 

Pasal 44 
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Bupati 

mberikan keputusan atas permohonan 
me . k k 
pembebasan Pajak dalam J~akng tana wa t

1
u dp~li~g lama 

12 (dua belas) bulan seJ gga 1tenmanya 

surat permohonan 
t san sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

Kepu u . 1 
dapat berupa menertma atau meno ak permohonan 

Wajib Pajak 
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Apnbiln dnlam jnngka wnktu 12 (dua belas) bulan 
sebngnimnnn dimnksud pnda nyat (1) telah 
terlnmpnui llnn Bupnti tidak memberikan 
k~pu.tusnn, pcm1ohonan pembebasan dianggap 
ditenmn dnn Bupati menerbitkan keputusan 
pe~bebasnn sesuni dengan permohonan Wajib 
PaJnk dnlam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
b~lan sejnk berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
dimnksud pada ayat (1) . 

TATA CAR BAB VII 
A PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pembetulan 

Pasal 45 

Kepala BAPENDA atau pejabat benvenang dapat 
membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 

atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang­
undangan Perpajakan Daerah terhadap 
permohonan wajib pajak. 
Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi kesalahan dalam penulisan: 

a. 
b. 
c. 
d. 

nama; 
alamat; 
NPWPD; 
nomor surat ketetapan pajak; 

J·enis pajak; e. d 
f. tanggal jatuh tempo; an . 

masa pajak dan/atau tahun paJak. 
g. lah hi'tung sebagaimana dimaksud pada ayat Kesa an . r uti kesalahan dalam peilJumlahan 
(l) me ip pengurangan dan/atau perkalian 
dan/atau . 

mbagian suatu btlangan. 
dan/~tau pe dalam penerapan ketentuan tertentu 
Kekehruan t ·an Perundang-undangan perpajakan 
dalam Pera udt . aksud pada ayat (1) meliputi: 

b imana im ·r se aga i dalam penerapan tan ; atau 
kekel ruan . d , · •r a . . penerapan sanks1 a mm1strati . 

b. keketiruan 

··l 
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p Pasai 46 
ennohonan 

daJam Pasa] pe:sbetulan sebagaimana dimaksud 
J>ersyaratan . . ayat (1) harus memenuhi 

sebagai berikut· 
a. I (satu . 

k ) J>ermohonan diajukan untuk I (satu) 

b. 

C. 

d. 

etetapan Pajak 

diajukan secar'a tertulis dalam Bahasa 
1nd0nesia disertai alasan yang mendukung 
J>ermohonannya; 
pennohonan disampaikan kepada Kepala 
BAPENDA ; dan 
su~t permohonan ditandatangani oleh 
WaJib Pajak, apabila wajib pajak tidak bisa 
menandatangani surat permohonan maka 
dapat dikuasakan dengan melampirkan 
surat kuasa. 

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) disampaikan secara tertulis kepada 
Kepala BAPENDA dengan melampirkan: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalarn hal 
dikuasakan; dan 

b. dokumen pendukung lainnya. 
Pennohonan pembetulan diajukan paling larnbat 10 
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat 
ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 
Penyampaian permohonan pembetulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

dilakukarl: 
secara Jangsung; a . 

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; 

atau 

c. 
secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah. 
TanggaI penerimaan surat yang dijadikan dasar 
untuk memproses surat permohonan sebagaimana 
ciimaksud pada ayat (4) adalah: 

tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam 
a. hal disampaikarl secara langsung oleh W a jib 

Pajak pada petugas Tempat Pelayanan 

b. 

BAPENDA; 
tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam 
hal surat permohonan disampaikan melaJui 
pos atau jasa pengiriman tercatat; atau ) 

I 
l 
{ 

I 
I 

. i 
1 

'• ! 

' 
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l'. 
tanggal te · 
onr nmn surat dari Wajib Pajak secara 

tne, dalan1 l l d. 1· 
I 

1a 1sampaikan secara on rne 
me nlui apl], . 

Ketentunn 1 n~i perpajakan daerah. . 
pembe mengenai bentuk dan isi fomuhr 

tulan sebn . 
tercnnt gaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
h n ~ · t~m pada Lampiran IV yang merupakan 
""\51Rn hdak terp· hk • • • 1sa an dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal 47 
K 

epa]a BAPENDA menindaklanjuti dengan 
melakukan "k 
P 

. · pemen saan permohonan pembetulan 
RJak W ··b · · · l\Jl PaJak yang telah memenuh1 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
a.vat (1) dan ayat (2). 

Pennohonan pembetulan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai 
pennohonan sehingga tidak dipertimbangkan. 
Dalam hal pennohonan pembetulan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala BAPENDA harus mengembalikan 
pennohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya 
disertai alasan yang mendasari. 
Dalam hal pennohonan pembetulan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
kembali sepanjang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat ( 1} dan 
ayat (2) . 

Pasal 48 
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Kepala 
BAPENDA memberi keputusan atas permohonan 
pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak tanggal surat perrnohonan pembetulan 

diterima. 
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa menambahkan atau mengurangkan 
•umlah pajak yang terutang atau memperbaiki 
tesalahan dan kekeliruan atau menolak 
permohonan Wajib Pajak .. 
Apabila jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui, tetapi Kepala BAPENDA tidak merriberi 
keputusan, permohonan pembetulan dianggap 
dikabulkan dan Kepala BAPENDA ntenerbitkan 



( 1) 

(2) 

ktputu6fln l>l'fl\l 
\V"•·il >ctutn11 , 

· v > Pt\lnk Pa lin . RcsLim denean permohonan 
l>or·nkhir,1.yn Jn 1•

8 1111110 7 (tuJuh) hol'i kerja sejnk 
11Mt1n Wnktu. 

PfltiDI 49 
Dnlnm hot lidok 
lcntnno 1. 

1 
ndn r>ennohonnn dnri Wt\iib Pajak 

,., r<esa nhnn 1 · . 
dnlnrn Posnl 

4
. Hltutg seba.gnimana <hrmt ksud 

Pf\ink . k 5 nynt ( 1) dalmu surat ketetapan 
kesnli~l mu ·n Kepalu BAPENDA membetulkan 

. 
18

" tersebut secam jabatRn. 
Apnb1l11 kei>ut usnn pembetulan ata0 permohonan We " L, p · · . " 

\JI (lJnk sebngnumma dimaksud datum Pasal 48 
uyot (3) mnsih terdapat kesalahan maka I<epala 
OAPE . ' NOA dnpat mclakukan pembetulan atas 
pcnnohonnn Wt\jib Pajak maupun secara jabatan. 

Boginn Kcdua 
Pembatalan 

Pasal 50 
Atns dnsar perrnohonan Wajib Pajak atau karena 
jnbatannya, KepRla BAPENDA dapat membatalkan 
SKPDKB/ SKPDl<BT/ Sl<PDN/ SKPDLB/ STPD PBJT yang 
tidak benar ntuu scharusnya tidak diterbitkan. 

( J) 

(2) 

Pasal SJ 
Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalnm Pasal 50 harus memenuhi persyaratan: 
a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, tetapi tidak 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

dipertimbangkan; 
tidak scdang 
pengurangan/ 
administrasi; 

diajukan permohonan 
penghapusan sanksi 

diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi, tetapi 
dicabut oleh Wajib Pajak; 

1 (satu) pcrmohonan untuk 1 (satu) surat 
ketetapan pajak; 
permohonan harus diajukan secara tertulis 
dalarn bahasa Indonesia; dan 
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak dan dalarn hat surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
dilampiri dengan Surat Kuasa. . 

Perrnohonan pe~batalan sebagaimana .dimaksud 
pada ayat (1) d1sadrnpaikan lseca~a tertulis kepada 
J{epala BAPENDA engan me ampirkan: 

I 

l 

J 
~ 
! 
r 



(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(l) 

(2) 

h. 

-
fot okopl i I I 
1 

1 t' t\tiloH W1\i1h 1•,,1n1, n11111 fotolrnp 
tlf'nlilnR kunAn \"11 \lih l't\Jnk d11lnm lull 

<likunHo k1111 : 
<lokum" 

t ll llt'lltl11lrn11t,t yon~ clnpnl 
~1~"'."~\ll-d,f\11 hnhwn R\ll'fll kt•h •lflf>i\ll 

l\triktulnk ht•nnr ntnu Ht•l\f\nlNI\YH tld11k 
, ditorhltk11n 1-if'hlnrotn dnpnt ,llhnt11lknn : 

<,~. dokunwn l)('ncluku11n loinn\·n. 
crmol "' .l 

( 
,onnn ll<'ml>ntnlrm <111\fUJ.rnn pnlinf( lnmn I 0 

8t'P\lluh) hn t' ,. • kct r Kt'rJn R<'Jnk tnnMnl clltt'rhnnnyn Nll l'HI 
etnpnn ~nk, kt•cunli npnoiln Wajib P,\jol, dnpnt 

n~ernutjukknn bnhwn jn11Hkn wnktu tidnk <lnpnt 
dtpenuhi knronn kt•n<lnnn di lunr kt•k11nsnnn11y11 . 
inymn~\inn pennohonnn peml>ntnlnn st'OORnimnnn 

•mnksud pnctn n_vn.t (3) dnpnt dilnlrnknn: 
11• sccorn lnngsung; 
b. melnhti pos ntnu jnsn penairimnn tert'nlnt ; 

ntnu 
c. secm'f\ onlino mclnlui npllknsi pc.rpt\lnknn 

dnomh. 
Tanggnl pencrimnnn sumt ynng dijndiknn dnsnr 
untuk memproses sumt pormohonnn scbngnimnnn 
dimnksud pndn f\Ynl (4) ndnlnh: 
n. tlmggal terimn sumt ctnri Wajib Pajnk, dnlnm 

hot disnmpoiknn secom longsung oleh Wajil> 
Pajnk pndo pctugns 'rcmpnt Pelnynnnn Bnctnn 

b. 

c. 

Pendo.ptnn Dnemh; 
tnnggol terimn sumt oleh BAPENDA dnlnm 
hnl sumt per,nohonnn cHsnmpniknn mrlnlui 
pos utan jnsn pengirimnn te1-c-ntnt; ntnu 
tonggnl tcrimn sumt ctnri Wajib Pl\jnk sccnrn 
011/i,w, dnlnm hnl disnmp(liknn sccnro onlinu 
mclnlui opliknsi perpajnkon dncmh. 

Ketcntunn 1ncngenni bcntuk dnn isl fomulir 
permohonnn pcmootnlon s •bngnimmm dhnnksud 
pado aynt (1) tcrcnntum pndn Lnmpimn V ynng 
merupnknn bnginn tirlnk tcrplsnhknn <ind Pemturnn 

Bupnti ini 

Pnsnl 52 
Kcpnln OAPENDA mcnindnkhmjuti tlcnglm 
mclnkuknn peme1·ikMnn permohonon pen1bt\tnhm 
Pojnk Wnjlb PL\Jnk ynng t loh memcnuhi pt' l'8ynrnh:m 
sebngnimnnn climnksud dnlnm Pnsnl 5 t I\Vt\l ( 1) dtm 

nynt (2). 
Pennohonnn pcmbntnlnn ynng ti<lnk memenuhi 

,vni•.-.tnn s bn1tni111onn tllmnksud dt\lnm PttRnl 51 pers., .. 
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E\\'fit ( t) dnn Y • 
l~ rn,ot.,o I'\: nt (2), chnnggnp bukan sebaga i surat 

llll\n soh' , Dntnn, 1 . . 1 tnggn llclnk di pertimbangkan. 
1

" perm l ctipertimbn ° \Onnn pernbatalan tidak dapat 
(2) v ngknn seb. ngaimana dimaksud pada ayat 

, "-epntn 13;\ J)enuo} · PENDA harus mengembalikan 
disertn::,~nn k~pndn Wajib Pajak atau kuasanya 
D t nsan Yang mendasar 

n nm hnl . . . 
I. . · pcrmohonan pembatalan ttdak dapat 

< tpertunbft k (2) . ng. an sebagaimana dimaksud pada ayat 
t WnJib Pajak masih dapat mengajuka.n 

l)Ormohonnn k • h · embah sepanjang memenu 1 

t>Ct'synt"f\tan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
nyut (l) dan nyat (2). 

Pasal53 
~meriksaan pennohonan pembatalan sebagaimana 
dtmaksud dalam Pasat 52 ayat (1), Kepala BAPENDA 
dnpat meminta dokumen, data dan/ atau infonnasi 
yang diperlukan melalui penyampaian surat 
pennintaan dokumen, data, dan/ atau informasi 
lainnya. 
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari 
kerjR terhitung sejak tanggal surat permintaan 
diterima. 
Dalam rangka pemeriksaan permohonan 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan 
tambahan kepada Wajib Pajak dengan 
menyampaikan surat permintaan keterangan 
tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan 
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling 
lama 5 (lima) Hari. 
Oalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian 
atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud 
pnda ayat (1) dan ayat _(3), permohonan pembatalan 
tetap diproses sesuat dengan dokumen, data, 
infonnnsi, dan/ atau keterangan yang ada atau yang 

diterima. 

Pasal 54 
Setelnh pemeriksaa n permohonan pembatalan 
dihlkukan, Kepala BAPENDA memberikan 
kcputusan flt.as permohonan pembatalan dalam 
. k waktu paling lama 6 (enam) bulan hari kerja 
Jang a h 

. . k ta nggaJ surat permo onan pembatalan 
scJa -
diterlmn. 

• 



(2) 
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l<eputusan 
dap t be sebagaiman . 
W 

a rupa .... a dtmaksud pada ayat (I) 
" b , .. eneri_ 

QJt Pajak. ma atau menolak permohonan 

Apabila dalam . 
buJan (seba_ . Jangka waktu paling Jama 6 (enam) 
t I gaimana d' k er ampaui t . 1ma sud pada ayat (I) telah 
keputusan' etapi Kepala BAPENDA tidak memberi 
I<epaJa B~p:~rrnohonan dianggap diterima dan 
pembataJan D~ menerbitkan surat keputusan 
paling lam ;e,su~ dengan permohonan Wajib Pajak 

a lUJuh) hari kerja. 

Dal PasaJ 55 
am haJ diterbitk 

maka pejabat ~n~a Surat Keputusan Pembatalan, 
a yang dtlUilJUk melakukan-

. ~embatalan surat ketetapan · Pajak yang lama 
engan cara b' mener 1tkan surat ketetapan Pajak 

Yang baru yang telah mengurangkan atau 
m:pe~baiki Surat. Ketetapan Pajak yang Jama; 

b. pe benan tanda silang pada surat ketetapan Pajak 
yang lama dan selanjutnya diberi catatan/ 
keterangan bahwa surat ketetapan Pajak 
"DIBATALKAN", serta dibubuhi paraf dan narna 
pejabat yang bersangkutan; dan 

c. memerintahkan kepada wajib Pajak untuk 
me]akukan pembayaran paling Jambat 7 (tujuh) hari 
setelah diterima surat ketetapan Pajak yang baru. 

BAB VIII 
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMJNJSTRATIF 

(1) 

(2) 

(1) 

Pasal 56 
Atas dasar pennohonan Wajib Pajak Bupati melalui 
Kepala BAPENDA dapat mengurangkan atau 
menghapuskan sanksi administrasi Pajak berupa 
bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 
Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi 
adl:ninistratif Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikarenakan kealpaan Wajib Pajak, bukan 
karena kesalahan atau mengalami kesulitan 

keuangan. 
Pasal 57 

ohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
Perm . d' k d 
administratif sebagaimana . 1ma su dalam Pasal 

56 
ayat (l) harus memenuh1 persyaratan: 

tidak diajukan keberatan; 
a. 
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b. diajukan keberatan,, tetapi tidak 
dipertimbangkan ; 

c. tidak diajukan permohonan pengurangan 
atau pembatalan terhadap ketetapan pajak 
yang sedang diajukan permohonan 
pengurangan ata u penghapusan sa nksi 
administratif atau diajukan perrnohonan 
pengurangan atau pembatalan terhadap 
ketetapan pajak yang sedang diajukan 
permohonan pengurangan a ta u 
penghapusan sanksi administra tif tetapi 
dicabut oleh Wajib Pajak; 

d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) 
ketetapan pajak; 

e. permohonan harus diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia; 

f. surat pennohonan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 
surat permohonan tersebut harus dilampiri 
dengan surat kuasa; 

g. sanksi administratif belum dibayar a tau 
belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan 

h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang 
menjadi dasar pengenaan sanksi 
administratif telah dilunasi oleh Wajib Pajak. 

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati 
melalui Kepala BAPENDA, dengan melampirkan: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 
dikuasakan; 

b. mengemukakan jumlah sanksi administratif 
menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan; 
dan 

c. dokumen pendukung yang lainnya. 
(3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
56 ayat (1) diajukan paling lama 24 {dua puluh 
empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat 
ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Penyampaian permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 
dapat dilakukan: 



"· 
b. 

c. 
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secnl'n lnngsung; 
melnlul poR ot11u juM pcngirlman torcatnt; 
ntnu 
secam <mline mclnlul npliknsl pcrpajakan 
da.crnh. 

(5) Tanggul pcnerhnnon surat yang dijadikun dasa r 
untuk memproscs surut permohonan scbagalmana 
dimaksud pada nyat (4) adulah: 
n. tanggal terlmu surat dnri Wajib Pajak, dalam 

ha! dfsampuikan sccara langsung oleh Wajib 
Pajak padu petugas Tempat Pelayanan 
BAPENDA; 

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam 
ha! surat permohonan disampaikan melalui 
pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dad Wajib Pajak secara 
online, dalam hat disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan 1s1 fomulir 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada Lampiran VI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal58 
Kepala BAPENDA menindak lanjuti dengan 
melakukan pemeriksaan pennohonan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif Pajak yang 
telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2). 
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif Pajak yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat 
permohonan sehingga tidak dipertimbangkan. 
Da.lam hat permohonan pengurangan atau 
penghapusan tidak dapat dipertimbangkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau 
Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 
10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
surat permohonan harus mengembalikan 
pennolhonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya 
disertai a)asan yang mendasar. 

Dalam hal permohonan pengurangan atau 
p~ngh.apusan sanksi ad~inistratif Pajak tidak dapat 
d1pert1~?angk~n sebaga1mana dimaksud pada ayat 
(2), WaJtb PaJak dapat mengajukan permohonan 
kembali dengan memenuh1' -persyara tan 

. l 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 57 ayat (1) dan 
ayat (2). 

Pasal 59 
(1) Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan 

atau penghapusan sanksi administratif 
Pajaksebagairnana dimaksud dalam Pasa1 58 ayat 
(1), Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, 
data, informasi yang diperlukan melalui 
penyampaian surat permintaan dokumen, dan/ 
atau informasi Jainnya. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (Iima) hari 
kerja sejak tanggal surat perrnintaan diterima. 

(3) Dalam rangka memeriksa lebih Janjut atas 
permohonan pengurangan atau penghapusan 
sebagaimana dimaksud Pasa1 58 ayat (1), Kepala 
BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan 
kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat 
perrnintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak 
harus memberikan keterangan yang diminta dalam 
jangka waktu paling Jama 5 (lima) hari. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian 
atau seluruh pennintaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dan ayat (3), perrnohonan pembebasan 
atau penghapusan sanksi administratif Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 56 ayat (1), 
tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, 
informasi, dan/ atau keterangan yang ada atau yang 
diterima. 

Pasa160 
(1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Bupati atau 
Kepala BAPENDA memberi keputusan atas 
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
adminitratif Pajak dalam jangka waktu paling lama 
2 (dua) bulan sejak tanggal surat pennohonan 
diterima. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa menerima atau menolak pennohonan 
Wajib Pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui tetapi Bupati atau Kepala BAPENDA 
tidak memberi keputusan, permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi admist:r tif 
Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati atau Kep:a 
BAPENDA menerbitkan surat k eputusan 

-, 
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pengurangan atau penghapusan sanksi admistratif 
Pajak sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling 
lama 1 (satu) bu Ian sejak berakhimya jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BABIX 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 61 
Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan 
pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak 
kepada Kepala BAPENDA. 
Perrnohonan pengembalian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila 

dikuasakan; 
b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya 

apabila dikuasakan; 
c. NPWPD; 
d. 
e. 

f. 

masa pajak dan tahun pajak; 
perhitungan pajak yang terutang menurut 
Wajib Pajak; 
besarnya jumlah kelebihan pembayaran 
pajak; dan 

g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak. 
Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dengan melampirkan: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 

b. 

c. 

d. 
e. 

dikuasakan; 
fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, 
Keberatan, putusan banding, 
Peninjauan Kembali atau 
Pembetulan; 

Keputusan 
Keputusan 
Keputusan 

fotokopi SSPD untuk masa pajak yang 
menjadi dasar permohonan; 
Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan 
fotokopi buku Bank apabila pembayaran 
dilakukan melalui transfer Bank dengan 
memperlihatkan aslinya. 

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 
12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan 
pembayaran pajak. 



(1) 

(2) 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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P1rnnl 62 

Ponynmpnlnn pcrmohonon 
Nf'b1tRnin11rnn dimnksud dalam 
ctnpnt cHlnkuknn: 

pengembalian 
Pasal 61 ayat (1) 

H, 

h. 

<:. 

Arcnrn lnngsung; 

tn<ilnhti pos nt.a.u jasa pengiriman tercatat; 
ntnu 
Rccnrn onli11e mclalui aplikasi perpajakan 
dncrah. 

Tnnggnl pencrlmaan surat yang dijadikan dasar 
ltntuk mcmproses surat permohonan sebagaimana 
dimnksud padn ayat (1) adalah: 
n. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam 

hal disampaikan secara langsung oleh Wajib 
Pajak pada petugas Tempat pelayanan 

h. 

c. 

BAPENDA; 
tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam 
hal surat permohonan disampaikan melalui 
pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 
tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
online, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 63 
J<epala BAPENDA menindaklanjuti dengan 
meJakukan pemeriksaan permohonan pengembalian 
atas kelebihan pembayaran Pajak yang telah 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3). 
Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi 
pcr.syaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
nyat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai 
pcrmohonan pengembalian, sehingga tidak dapat 
dipcrtimbnngkan. 
Dalom hal permohonan pengembalian tidak dapat 
clipertlmbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kopala BAPENDA dalam jangka waktu paling 
Jnma 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
surat pcrmohonan harus mengembalikan 
pcrmohonnn kepada Wajib Pajak atau kuasanya 
discrtnl alnsan yang mendasar. 
Dnlom hnl pcrmohonan pengembalian tidak dapat 
dlpcrtlmbcmgkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
lrnmbnll dengnn memenuhi persyaratan 
scbagnimann dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan 
A.ynt (3). 



(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Pasal64 
Bupati dal · 

am Jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan • 

, seJak diterimanya permohonan 
penge~balian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), 
harus memberikan kepu tusan. 
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak 
memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan daJam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau 
lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu 
utang Pajak tersebut. 
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati 
memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (Nol 
koma enam persen} sebulan atas keterlambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran pajak. 

BABX 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK 

PasaI 65 
Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan wajib pajak sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
Pemeriksaan pajak dilakukan dalam bentuk: 
a. pemeriksaan sederhana; dan/atau 
b. pemeriksaan lengkap. 
Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan dilapangan 
dan di BAPENDA terhadap Wajib Pajak untuk tahun 
berjalan dan/ atau tahun sebelumnya yang 
dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan 
dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. 
Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat Wajib 
Pajak untuk tahun berjalan dan/ atau tahun 
sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan 
teknik pemeriksaan yang lazim dalam pemeriksaan 
pada umumnya. 
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Pasal 66 
Pemeriksaan sederhann sebagnh1101111 di111uk1-1111I dulom 
Pasal 65 ayat (2) huruf a dilnkukan dengun cnru: 
a. memberitahukan agar Wajib Pajnk mcmlmwn turnftt 

pelunasan pajak, buku catatAn dnn tlolrnnwn 
pendukung lainnya tennasuk kcluarnn cluri m<'<l itt 
komputer dan perangkat cleklron ik pcngoluh clnlll 
lainnya; 

b. meminjam buku, catatan dun dokumcn pendukun~ 
lainnya termasuk keluaran dari media kompuler 
dan pengolah data lainnyn dcngcu1 membcriknn 
tanda terima; 

c. memeriksa buku, catata n dan dokumcn pon<lukung 
lainnya termasuk keluaran dari media kompulcr 
dan pengolah data lainnya; 

d . memfota keterangan lisan dan/ atau tcrtulis dnrl 
Wajib Pajak yang diperiksa; dan 

e. meminta keterangan dan/atau bukti yang 
d iperlukan dari pihak ketiga yang mempunyn! 
hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 

Pasal67 
Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasnl 
65 ayat (2) h uruf b diJakukan dengan cara: 
a. memeriksa tanda pelunasan dnn keterangan lainnyn 

sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajnknn 
daerah; 

b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung 
lainnya termasuk keluaran dari media komputer 
clan pengolah data lainnya; 

c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung 
Jainnya termasuk keluaran dari media komputer 
dan pengolah data lainnya dengan memberlkan 
tanda terima; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulls dari 
Wajib Pajak yang diperiksa; 

e. memasuki tempat atau ruangan yang dlduga 
merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, 
barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang 
kead_aan usaha dan/atau tempat Jajn yang dianggap 
pentmg serta melakukan pemeriksaan di tempnt 
tersebut; 

r. melakukan penyegelan tempat atau ruangan 
tertentu apabila Wajib Pajak atau kuasanyn lfdak 
memberikan kesempatan untuk memasukl tempnt 
atau ruan~an tertentu, atau tidak di tempat padn 
saat pemeriksaan; 
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~- memintn ketcmngnn dan/ntau bukti yang 
ciipcrluknn ctnri pih.nk ketign yang mempunyai 
hulmngnn dcngnn Wujib Pajak yang dipcriksa . 

Pasal 68 
( l) t\pnbiln pndn sant dilakukan pemcriksaan lapangan, 

Wnjib Pajnk ntau kuasanya tidak ada di tempat, 
pemcriksaan tetnp dilaksanakan sepanjang ada 
pihnk yang mempunyai kewenangan untuk 
bertlndnk mewakill Wajib Pajak sesuai dengan batas 
kewennngnnnya, dan selanjutnya pemeriksaan 
ditundn dan dilanjutkan pada kesempatan 
berikutnya. 

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, 
sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa 
dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan 
yang diperlukan. 

(3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan 
dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, Wajib 
Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di 
tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan 
terlebih dahulu minta pegawai Wajib Pajak yang 
bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna 
membantu kelancaran pemeriksaan. 

(4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak 
memberikan ijin untuk memasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi 
bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta 
memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau 
wakil atau kuasanya harus menandatangani surat 
pernyataan penolakan membantu kelancaran 
pemeriksaan. 

(5) Apabiln Wajib Pajak atau yang diminta mewakili 
Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran 
pemeriksnan, yang bersangkutan harus menanda 
tnngani sumt pemyntaan penolakan pemeriksaan. 

(6) Apnbiln terjndi penolakan penandatanganan surat 
penolnknn pemeriksnnn, pemeriksa membuat berita 
ncnm penolnknn pemeriksaan yang ditanda tangani 
olch pemeriksn. 

(7) Sumt J>t>rnyntnnn pcnolakan pemeriksaan, surat 
pcmyntnnn pcnolnknn membantu pemeriksaan dan 
beritn ncnra penolaknn pemeriksaan dapat dijadikan 
dnsar untuk penetnpnn besamya pajak terutan 

' b g secnm Jn ntnn ntau dilakukan penyidikan. 

I 
r 

' i 

l. 
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(B) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk 
digunnkan sebagai dasar penerbitan SKPDJ<B, 

SKPDKBT ata u STPD a tau tujuan lain sesuai 
dengnn ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal69 
(1) Apabiln perhitungan besamya pajak yang terutang 

di\lam Sl<PDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda 
dengan SPTPD, perbedaan besamya pajak 
diberitahukan kepada Wajib Pajak. 

(2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan 
pembahasan akhir pemeriksaan lengkap 
diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. 

(3) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksan 
lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 14 
(empat belas) hari setelah pemeriksaan lapangan 
selesai dilakukan . 

(4) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada 
Wajib Pajak setelah pemeriksaan lapangan selesai 
dilakukan dan tidal< menunggu tanggapan Wajib 
Pajak. 

(5) Apabila Wajib Pajak tidal< memberikan tanggapan 
atau tidal< menghadiri pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, 
berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaika n 
kepada Wajib Pajak. 

(6) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib 
Pajak tidal< dilakukan apabila pemeriksaan 
dilanjutkan dengan penyidikan. 

(7) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti 
permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan 
dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan. 

BABXI 
PENERJMAAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN PELAYANAN 

Pasal 70 
( J) BAPENDA wajib menerima pengaduan, saran dan 

masukan atas pelayanan PBJT dari masyarakat 
sesua i ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: 
a. kotak saran/kotak pengaduan, dan 
b. media teknologi informasi dan komunikasi. 

--, 
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(:l) lfotc11tun11 lcblh lunjut mengenai tat.a cara 
po11gololo1111 pm1gaduon diatur dalam stander 
Ol>Cl'HHl011ul pn1Hcdur yang ditetapkan dengan 
Pcrnturu11 l<cpnlH 0 /\PENDA. 

IJ/\0 XII 
~OSI/\LIS/\Sl DAN EDUl<ASJ 

l'otJa l 71 
( t) l3AP[1;ND/\ dnpnt melal<ukan sosiafisasi dan edukasi 

kepmJa masyuml<ut dan wajib pajak. 
(1) Soslullsusl. dan edukasi sebagaimana dimaksud 

pnda uyat (1) berupa : 
u. penyuluhan ; 
b. 
C, 

d. 

seminar ; 
sosiaJisasi; atau 
penyebaran informasi melalui 
etek tronik maupun media cetak, 
Spanduk,Batiho 

BAB XIII 
KE1'ENTUAN PENUTUP 

Pasal 72 
Pada. saat Peraturan Bupati ini mula.i berlaku: 

media 
Pamflet, 

u. Pernturan Bupati Nornor 43 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan 
Julun (Berita Oaerah Kabupaten OGAN KOMERING 
ULU TIMUR Tahun 2011 Nomor 43 ); 

h. Pera tu ran Bupati Nomor 42 Tahun 2011 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran 
(Derita Oaerah l<abupaten OGAN KOMERING ULU 
TJMUR Tahun 2011 Nomor 42); 

c. Pcruturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 Tentang 
Pctunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel 
(Derita Oncroh Kabupaten OGAN KOMERING ULU 
TIMUI~ Tahun 2011 Nomor 44); 

,1. Pcruturnn Bupatl Nomor 40 Tahun 2011 Tentang 
Pctunjuk Pelukr:mna.an Pemungutan Pajak Hiburan 
(JJcrltu Ducn1h l<ubupaten OGAN KOMERING ULU 
TIMUR 'l'uhun 2011 Nomor 40) ; 

dfcubut dun dlttyulukun Uduk berlaku. 
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Pasal 73 

Peraturan Bupati ini mulai be rlaku pncln 111n~~11l 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , mcmerln1C1hlrn11 
pengundangan Peraturan Bupa ti inf dcn~nn 
penempatannya dalam Serita Dacrah KabupnLen Ognn 
Komering Ulu Timur. 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal 

Ditetapkan di Mnrtupuro 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

/ 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TAHUN 2024 NOMOR 

i 

1 


